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BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN

Menimbang :

Mengingat

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4350);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran



Menetapkan

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang  Nomor 6  Tahun 2014  tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor
6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 20360);

. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01

Tahun 2009 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten
Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN
BERDASARKAN ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

NoaRAweb

10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Provinsi adalah Provinsi Maluku.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang terdiri dari dinas, badan dan kantor.

Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa,
kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Badan Permusyawaratan Negeri yang selanjutnya disingkat BPN dan Badan
Permusyawaratan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat BPNA
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan



pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Negeri dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

19. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.

20. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang
dilaksanakan oleh  perangkat desa dengan mengerahkan sumber

daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk
menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka
meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan
Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan
dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong
proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
d. pemberdayaan masyarakat Desa.



BAB II
JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 4
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan  desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pasal 5
Jenis kewenangan desa meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. Kewenangan lokal berskala desa;

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten; dan

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Ruang lingkup jenis kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan
Bupati ini adalah kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan lokal berskala desa.

(2) Bidang dan Sub Bidang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ Peraturan Bupati ini.

(3) Bidang, Sub Bidang, Sub-Sub Bidang kewenangan lokal berskala
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
Bagian Kesatu
Pendanaan Kewenangan Desa

Pasal 7
(1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.

(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh
APB Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja



Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Pendanaan oleh APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
bersumber dari:

™o a0 TP

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Dana Desa;

ADD;

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
Pendapatan Asli Desa;

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pasal 9

Pendanaan oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan.
Pendanaan oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan.
Pendanaan oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersumber dari:
a. Bantuan keuangan Kabupaten kepada desa; dan
b. Anggaran yang dialokasikan dan dikelola dalam program dan kegiatan

SKPD Kabupaten.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kewenangan Desa

Pasal 10
Pelaksanaan kewenangan desa dijabarkan kedalam:

a. Tugas Pemerintah Desa dan BPN/BPNA,;
b. RPJM Desa dan RKPD Desa;
c. Program Desa dan Kegiatan Desa dalam APB Desa; dan

d. Buku Administrasi Desa.

Kepala Desa membagi habis kewenangan desa kepada Kepala Desa dan
Perangkat Desa untuk dilaksanakan sebagai tugas pokok disamping tugas
yang telah dimiliki.

Kepala Desa membagi habis kewenangan desa kepada Kepala Desa dan
Perangkat Desa untuk dilaksanakan sebagai tugas pokok disamping tugas
yang telah dimiliki.

BPN/BPNA melaksanakan sebagian kewenangan desa yang sesuai tugas
dan fungsinya.



(5) Kewenangan desa menjadi bahan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

(6) Kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk Program Desa dan Kegiatan
Desa serta dianggarkan dalam APB Desa.

(7) Hasil pelaksanaan kewenangan desa oleh Perangkat Desa dan BPN/BPNA
sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dan (3) dicatat dalam Buku
Administrasi Desa dan Buku Administrasi BPN/BPNA.

Pasal 11

(1) Program Desa dan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Desa, dan/atau unsur masyarakat
desa.

(2) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga tingkat desa lainnya.

(3) BPN/BPNA melaksanakan Program Desa dan Kegiatan Desa sesuai dengan
tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(4) Dalam hal penyelenggaraan Program Desa dan Kegiatan Desa, BPN/BPNA
dilarang menjadi pelaksana proyek.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN DESA
Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Pelaksana Pembinaan Kewenangan Desa

Pasal 12
(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada desa untuk
mendukung desa dalam menyelenggarakan kewenangan desa.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penyediaan data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan
dan pelaksanaan kewenangan desa;
b. Pedoman teknis berupa petunjuk teknis operasional pelaksanaan
kewenangan,;
c. Pendampingan teknis oleh personil untuk memfasilitasi,
mengarahkan, mengawasi teknis pelaksanaan kewenangan; dan
d. Upaya pembinaan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran
pelaksanaan kewenangan desa.

Pasal 13
Pembinaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
dilaksanakan oleh SKPD yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis
kewenangan desa, yang diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

Bagian Kedua

Pembinaan Bantuan Keuangan Kepada Desa

Pasal 14
Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan dalam
pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa yang meliputi:
a. Pemberian pedoman umum bantuan keuangan; dan
b. Pendampingan teknis.
Pedoman umum bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf berisi tata cara  penganggaran, penyaluran dan
pertanggungjawaban bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati tersendiri.
Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan Anggaran Belanja
Bantuan Keuangan.
Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi kegiatan:
a. Memfasilitasi perencanaan dan pencairan bantuan;

b. Mengarahkan dan mengawasi agar pelaksanaan bantuan berjalan
sesuai ketentuan;

c. Memfasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan,;

d. Mengevaluasi hasil kegiatan dalam mendukung percepatan
pembangunan desa dan capaian program daerah.

Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan oleh SKPD yang bidang tugasnya berhubungan
dengan jenis bantuan keuangan dan jenis kewenangan desa.

Bantuan keuangan yang Dberasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi difasilitasi oleh SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga
Pengawasan Kewenangan Desa

Pasal 15
Pengawasan Penyelenggaran Kewenangan Desa dilakukan SKPD dan
aparatur Pengawasan Profesioal
Pengawasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan agar pelaksanaan kewenangan desa berdayaguna dan
berhasilguna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.

Pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kewenangan Desa

Pasal 16
Pelaksanaan pembinaan kewenangan desa yang dilaksanakan oleh
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (5)
dan ayat (6) dan pengawasan kewenangan desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dikoordinasikan dengan Camat.

BABV PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula,
pada tanggal

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS
Diundangkan di Bula

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

DR. SYARIF MAKMUR, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
a@ﬁiﬁ%ﬁé}A BAGIAN HUKUM
P \\j"'f_::.,‘-

or-€HERLY USMAN, SH

UNIP : 19710209 200604 2 020
BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

TAHUN 2017 NOMOR 344




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 76 TAHUN 2017

TANGGAL 12017

TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BIDANG DAN SUB BIDANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DESA

BIDANG SUB BIDANG

1 2
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1). Pengelolaan tanah-tanah ulayat petuanan adat
2). Pelaksanaan Musyawarah Negeri/Musyawarah Ta Wotu Wanu e/
Negeri

3). Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri (Raja/Orang Kaya) berdasarkan
mata rumah perintah dan turunan

4). Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif berdasarkan mata
rumah soa adat dengan
persetujuan Raja/Orang Kaya

5). Pemilihan Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri dan Badan
Permusyawaratan Negeri
Administratif berdasarkan mata rumah soa adat

6). Pengangkatan Kepala Soa/Dusun berdasarkan mata rumah turunan
oleh Raja/Orang Kaya

PEMBANGUNAN 1). Penyelenggaraan tabulik Ta Wotu Wanu e/ Musyawarah membangun
negeri
2). Pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam tabulik Ta Wotu Wanu e
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1). Penyelenggaraan adat istiadat/tradisi negeri

2). Pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat

3). Pembinaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat

4). Pelestarian budaya sasi dalam pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam
5). Pembinaan dan Pengembangan lembaga kewang.




PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1). Sistem organisasi masyarakat adat
2). Pembinaan lembaga dan hukum adat
3). Pembinaan lembaga kemasyarakatan negeri

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI

SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 76 TAHUN 2017
TANGGAL 12017
TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
BIDANG, SUB BIDANG, SUB-SUB BIDANG DAN SKPD PEMBINA KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Bidang Sub Bidang Sub-sub Bidang SKPD Pembina
1 2 3 4
Pemerintahan A. Pemerintahan Desa 1) Pembentukan Organisasi Pemerintah Negeri . Dinas Pemberdayaan
2) Pelaksanaan pemilihan kepala pemerintah negeri Masyarakat Pemerintahan
3) Pengangkatan perangkat negeri Desa, Pemberdayaan
4) Pembentukan Badan Permusyawaratan Negeri Perempuan dan
S5) Penetapan dan Penegasan batas negeri Perlindungan Anak
6) Pemberian izin hak pengelolaan atas hak tanah

ulayat petuanan adat
7) Pengembangan sistem administrasi dan informasi
negeri
8) Penetapan Badan Usaha Milik Negeri
9) Penetapan Peraturan Negeri
0) Penetapan Kerjasama Antar Negeri
1) Pendataan Potensi Desa
12) Pengelolaan arsip negeri
3) Penetapan negeri dalam keadaan darurat seperti
kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah
penyakit,gangguan keamanan, dan kejadian luar
biasa lainnya dalam skala negeri
14) Penetapan pos kemanan dan pos kesiapsiagaan
lainnya sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi sosial
masyarakat negeri




Bidang Sub Bidang Sub-sub Bidang SKPD Pembina
1 2 3 4

B.Perencanaa Pembangunan | 1) Pengkajian Keadaan Desa . Dinas Pemberdayaan
Desa 2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Masyarakat Pemerintahan
pembangunan negeri Desa, Pemberdayaan
3) Penetapan RPJM Negeri dan RKP Negeri Perempuan dan

4) Pengembangan tata ruang dan peta sosial negeri Perlindungan Anak
. Badan perencanaan
Pembangunan Daerah
Penelitiaan dan

Pengembangan

Pemerintahan C. Keuangan Desa/Negeri 1) Penetapan APB Negeri, Perubahan APB Negeri| 1. Dinas pendapatan

dan

Pertanggungjawaban APB Negeri
2) Pengelolaan dan peningkatan pendapatan negeri
3) Penyelenggaraan tata kelola keuangan

pengelolaan keuangan dan
Aset daerah

. Dinas Pemberdayaan

Masarakat Pemerintahan
Desa, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

D. Kependudukan dan Catatan

Sipil

1) Pendataan dan Pengklasifikasian penduduk
2) Pelaksanaan Registrasi penduduk

3) Fasilitasi Pelayanan kependudukan dan catatan
sipil

. Kependudukan dan

Catatan Sipil

. Dinas Pemberdayaan

Masarakat Pemerintahan
Desa, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak




Bidang Sub Bidang Sub-sub Bidang SKPD Pembina
1 2 3 4
Pembangunan | A. Pendidikan dan Kebudayaan 1) Pembinaan Penyelenggaraan pendidikan anak | 1.Dinas Pendidikan Pemuda

2)

3)

4)
o)
6)
7)

8)
9)

usia dini/TK/RA

Pengadaan alat peraga pendidikan sentra luar
dan sentra dalam.

Pengadaan dan pengembangan sanggar belajar
dan sanggar seni tradisi budaya kearifan lokal
masyarakat

Pengadaan dan pengelolaan perpustakaan negeri
berbasis masyarakat

Pengadaan dan Pengelolaan taman bacaan
masyarakat dan kelompok belajar masyarakat
Pengadaan dan Pengembangan minat dan bakat
olah raga kepemudaan

Penyelenggaraan pelatihan kerja

Penyelengaraan kursus seni budaya

Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan

10) pelatihan pembuatan film dokumenter
11) Penyediaan perpustakaan Negeri
12) Penyediaan Ruang Belajar Masyarakat

. Dinas

Dan Olahraga

. Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan
Pemberdayaan
Pemerintahan
Pemberdayaan
Dan

Masarakat
Desa,

Perempuan
Perlindungan Anak

. Kantor Perpustakaan Dan

Arsip Daerah




Bidang Sub Bidang Sub-sub Bidang SKPD Pembina
1 2 3 4
Pembangunan B. Kesehatan 1) Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu melalui 1. Dinas Kesehatan
Pelayanan Lima Meja yakni : Kabupaten Seram

2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)

a. Pendaftaran/registrasi layanan kesehatan

b. Penimbangan Bayi, Balita, Bumil dan Lansia

c. Pemeriksaan dan Penanganan Kesehatan Bayi,
Balita, Bumil dan Lansia

d. Layanan Gizi dan Pemberian Makanan
Tambahan bagi Bayi, Balita, Bumil, Lansia,
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
(PMTAS) dan Ibu Hamil Kekurangan Energi
Kronis (IH KeK)

e. Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan,
Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) serta gerakan sehat /Pengibatan untuk
lanjut usia (lansia)

Pengadaan tambahan peralatan dan penunjang alat
kesehatan

Poskesdes/Polindes

Penyediaan air bersih berskala desa;

Pelayanan kesehatan dan Sanitasi lingkungan;
Pengelolaan balai pengobatan Desa/Rumah Desa
Sehat;

Fasilitasi keluarga berencana;

Alat bantu dan Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi
penyandang disabilitas;

Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
Sosialisasi Bahaya Narkotika dan Obat terlarang
bagi masyarakat

Jambanisasi;

Mandi, cuci, kakus (MCK);

Penyediaan Transportasi untuk ambulance Desa;

g1

Bagian Timur

. Dinas Pemberdayaan

Masarakat
Pemerintahan Desa,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

. Dinas Pekerjaan
Umum

. Dinas Sosial

.Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB




13) Pengadaan tambahan peralatan dan penunjang
alat kesehatan

Poskesdes/Polindes

14) Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk
posyandu

15) Penyedian dan  pengelolaan kebun  gizi
masyarakat

16) Penguatan Kapasitas bagi tenaga Kesehatan di
negeri

17) Pembinaan dan pengembangan Upaya Kesehatan
Berbasis
Masyarakat (UKBM)

18) Penyediaan tenaga Layanan Kesehatan
Masayarakat

19) Keluarga Berencana




Bidang Sub Bidang Sub-sub Bidang SKPD Pembina
1 2 3 4
Pembangunan C. Pekerjaan Umum 1) Bantuan Pembangunan/Perbaikan rumah layak huni | 1. Dinas PU dan PR

bagi masyarakat Miskin

2) Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai
negeri

3) Pembangunan dan pemeliharaan rabat
beton/pengerasan jalan Negeri

4) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani

S5) Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah

6) Pembangunan dan pemeliharaan gedung
PAUD/TK/RA

7) Pembangunan dan pemeliharaan balai
posyandu/Poskesdes/Polindes

8) Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan anak
dan Remaja

9) Pembangunan dan pemeliharaan drainase
lingkungan

10) Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi
tersier & Primer

11) Pembangunan embung/bak penampung air
hujan

12) Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber
mata air ke rumah-
rumah penduduk

13) Pembangunan dan pemeliharaan lapangan
olahraga

14) Pembangunan dan pemeliharaan taman terbuka
Hijau

15) Rehabilitasi dan pemeliharaan penambahan unit
fasilitas jamban
publik

16) Pembangunan dan Pemeliharaan tembok laut

Kab. SBT
2. Dinas Pemberdayaan

Masarakat
Pemerintahan Desa,
Pemberdayaan
Perempuan dan

Perlindungan Anak
3. Dinas Sosial




17)

18)
19)
20)

kawasan wisata laut
Rehabilitasi dan pemeliharaan jogging-path track
wisatawan
Pembangunan gedung/taman seni/balai Rakyat
Rehabilitasi/Renovasi bangunan cagar budaya
Bantuan pemasangan jaringan listrik bagi
keluarga miskin




Bidang Sub Bidang Sub-sub Bidang SKPD Pembina
1 2 ) 4
Pembangunan D. Ekonomi Masyarakat 1) Pembangunan dan Pengelolaan pasar desa dan 1. Dinas pekerjaan
kios desa Umum dan
2) Pembangunan dan Pengelolaan gedung serbaguna Perumahan Rakyat
Badan Usaha Milik Negeri 2. Dinas Pertanian dan
3) Pembangunan dan Pengelolaan tempat pelelangan Perkebunan
ikan milik 3. Dinas Ketahahan
Negeri Pangan
4) Pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, | 4. Dinas Perikanan dan
minyak kelautan
cengkeh, minyak goreng kelapa 5. Dinas Koperasi,
S) Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu Perdagangan dan
6) Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring Perindustrian
apung dan bagan ikan 6. Dinas Pemberdayaan
7) Pembangunan pusat pembibitan benih lokal negeri Masarakat
8) Pengembangan balai benih ikan Pemerintahan Desa,
9) Pengembangan ternak secara kolektif Pemberdayaan
10) Pengelolaan benih lokal Perempuan dan
11) Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama Perlindungan Anak
dan penyakit 7. Dinas Sosial
pertanian dan perikanan secara terpadu 8. Dinas Pariwisata
12) Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk | 9. Dinas Perhubungan
pertanian dan perikanan
13) Pembangunan show room/wisma pamer produk
negeri
14) Pengadaan kompos/pupuk kandang/pupuk cair
15) Pembangunan rintisan pusat layanan penggilingan
padi/jagung hasil pertanian negeri
16) Pembangunan rintisan listrik negeri tenaga mikro
hidro/PLTA mini/PLTD mini
17) Pengadaan sarana dan prasarana PLTS
18) Penetapan komoditas unggulan pertanian dan




19)
20)

21)
22)
23)
24)

25)

W W wwN
LhdeoL

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

perikanan negeri
Pendirian dan Pengelolaan BUM Negeri
Penyertaan modal untuk pengembangan BUM
Negeri
Pengelolaan padang gembala
Pengelolaan wisata negeri di luar rencana induk
pengembangan pariwisata kabupaten
Pengelolaan teknologi tepat guna pengolahan hasil
pertanian

dan perikanan

Pembangunan tempat pendaratan kapal penangkap
ikan;
tambak garam;

Kandang ternak; dan mesin pakan ternak;
Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian
(saprotan);

Pembangunan atau perbaikan embung dan/atau
sistem pengairan

Irigasi Desa;

Percetakan lahan kebun dan atau pertanian;
Kolam ikan;

Kapal penangkap ikan

Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur
gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat
penjemuran ikan;

Lumbung Desa;

Gudang pendingin (cold storage);

Pengadaan mesin jahit;

Pengadaan peralatan bengkel kendaraan bermotor;
Mesin bubut untuk mebeler

Pasar Desa;

Pasar sayur;

Pasar hewan;




Tempat pelelangan ikan;

Toko online;

Pondok wisata;

Panggung hiburan;

Kios cenderamata;

Kios warung makan;

Wahana permainan anak;
Wahana permainan outbound;
Taman rekreasi;

Tempat penjualan tiket;
Rumah penginapan;
Penyedaiaan angkutan wisata;
Penggilingan padi;

Peraut kelapa;

Penepung biji-bijian;
Pencacah pakan ternak;
Sangrai kopi;
Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
Pompa air;

Traktor mini;




Bidang Sub Bidang Sub-sub Bidang SKPD Pembina
1 2 3 4
Pembangunan F. Lingkungan Hidup 1) Pelestarian sumber daya alam . Dinas Pekerjaan
2) Pengembangan kawasan hutan desa Umum dan
3) Membangun sumur resapan/embung Pekerjaan Rumah

4)

Pengadaan sarana dan prasarana daur ulang
sampah negeri
Pencegahan dan penanggulangan pencemaran
lingkungan
pembuatan terasering;
kolam untuk mata air;
plesengan sungai;
pencegahan abrasi pantai;
pembibitan pohon langka;
reboisasi;
rehabilitasi lahan gersang;
pembersihan daerah aliran sungai;
pemeliharaan hutan bakau;

perlindungan terumbu karang;

. Dinas Perikanan dan

kelautan

. Dinas Pengendalian

Lingkungan Hidup




Bidang Sub Bidang Sub-sub Bidang SKPD Pembina
1 2 3 4
G. Penanggulangan Bencana Alam 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana 1. Badan
gunung berapi; Penanggulangan
Bencana Daerah
2. Dinas Pemberdayaan
2) pembangunan gedung pengungsian; Masarakat
Pemerintahan
3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena Desa, Pemberdayaan
bencana alam; Pereimpuan dan
Perlindungan Anak
4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan
yang terkena  bencana alam (Banjir, Abrasi, Erosi)
dan kejadian Luar Biasa lainnya
S) Penanganan Bencana Lokal negeri
1) Pmbentukan dan Pembinaan Satgas Penanganan
bencana
Tingkat negeri
i 1) Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan
Pembinaan Kesatuan Bangsa dan ) ) 1. Badan Kesatuan
Kemasyarakatan | Perlindungan Masyarakat 2) Pembentukan dan pembinaan Satuan Perlindungan Bangsa dan Politik

Masyarakat

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS




